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NOMOR 91 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal
10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat
(5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 29
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5197);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014
tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit
dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH.

Pasal 1
Standar Pelayanan Transfusi Darah menjadi acuan bagi
tenaga kesehatan dan/atau pelaksana program di bidang

kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan transfusi darah.

Pasal 2
Standar Pelayanan Transfusi Darah bertujuan menjamin
pelayanan darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah

yang cukup.
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Pasal 3
Standar Pelayanan Transfusi Darah meliputi:
a. sistim manajemen mutu pelayanan darah;
b. pelayanan transfusi darah di Unit Transfusi Darah;
c. pelayanan transfusi darah di pusat plasmapheresis;
pelayanan transfusi darah di Bank Darah Rumah
Sakit;
e. pemberian transfusi darah kepada pasien; dan
f.  sistim informasi pelayanan darah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan
Transfusi Darah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan standar pelayanan transfusi darah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-
masing.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan Komite Pelayanan darah

dan organisasi profesi.

Pasal 5

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri,
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dapat memberikan
tindakan administratif kepada UTD, BDRS, dan tenaga
kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Peraturan Menteri ini.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR PELAYANAN
TRASFUSI DARAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan
vang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan
tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang
diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah
sebagai salah satu upaya keschatan dalam rangka penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan
darah atau kemponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan
terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas
pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat,
mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Darah dan preduk darah memegang peranan penting dalam
pelayanan kesehatan. Ketersedian, keamanan dan kemudahan akses
terhadap darah dan produk darah harus dapat dijamin. Terkait
dengan hal tersebut, sesuai dengan World Health Assembly (WHA)
63.12 on Availability, safety and quality of blood products, bahwa
kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atas darah dan
produk darah (self sufficiency in the supply of blood and blood products)
dan jaminan keamanannya merupakan salah satu tujuan pelayanan
kesehatan nasional yang penting.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kedokteran khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan
komponen darah dan pemanfaatannya dalam pelayanan keschatan
harus memiliki landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara
berlandaskan hukum. Oleh karena itu dalam rangka memberikan
pelindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan

cleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan



